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WALI KOTA PALU

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG

Menimbang

Mengingat

MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB V
huruf T Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata
Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang
Melampaui Tahun Anggaran;

1

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

MEMUTUSKAN:...



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG
MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

9.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalahPejabat Pengelola Keuangan
Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan
Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-
Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan
fungsi bendahara umum daerah yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

Kepala Perangkat Daerah adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/
pengguna barang.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan,
evaluasi,dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi
diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya,sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat
dipenuhi.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana
sebagai dasar penerbitan surat permintaan
pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda
adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
persetujuan bersama Wali Kota.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perwali adalah Peraturan Wali Kota Palu.

10. Daerah adalah Kota Palu.

11. Pemerintah ...



11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

12. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah Kota Palu sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Kriteria pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan

perjanjian/ kontrak/ perikatan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun
anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran
meliputi:

a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang
telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun
berkenaan;

b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;

c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau
penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar
sesuai peraturan perundang-undangan; dan

d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

Pasal 3

Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran

terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus

persen} pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan dengan tahapan:

a. melakukan perubahan Perwali tentang penjabaran
APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD
untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang
perubahan APBD;

b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan
dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode
rekening berkenaan; dan

c. PPKD mengesahkan DPA-Perangkat Daerah atau
Perubahan DPA-Perangkat Daerah dan SPD sebagai
dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 4
Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan
barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b, dilaksanakan dengan tahapan:
a. melakukan..,



(1)

(2)

melakukan perubahan Perwali tentang penjabaran
APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD
untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang
perubahan APBD;

pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan
dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode
rekening berkenaan; dan

PPKD mengesahkan perubahan DPA-Perangkat Daerah
dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 5

Pelaksanaan pembayaran atas keadaan di luar kendali

Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa

termasuk Keadaan Kahar sesuai peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

c, dilaksanakan dengan tahapan:

a. Kepala Perangkat Daerah meneliti sebab terjadinya
keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun
anggaran yang berkenaan untuk memastikan
bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan
karena kelalaian penyedia barang/ jasa dan/atau
pengguna barang dan jasa;

b. melakukan perubahan Perwali tentang penjabaran
APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD
untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang
perubahan APBD;

¢. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga
dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub
kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan

d. PPKD mengesahkan DPA-Perangkat Daerah atau
Perubahan DPA-Perangkat Daerah dan SPD
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. bencana alam;

b. bencana non alam;

c. bencana sosial,

d. kebakaran; dan

e. perubahan kebijakan pemerintah.

Pasal 6

Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara
lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d,
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a.

Kepala Perangkat Daerah meneliti dasar pengakuan
kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar
penganggaran dalam APBD;

melakukan perubahan Perwali tentang penjabaran
APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD
untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang
perubahan APBD;

¢. pembayaran ...



c. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan
dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode
rekening berkenaan; dan

d. PPKD mengesahkan DPA-Perangkat Daerah atau
Perubahan DPA-Perangkat Daerah dan SPD sebagai
dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 7

{1) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran
atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pada tahun anggaran berkenaan yang
melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, harus dilakukan reviu terlebih dahulu
oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk
menganggarkan dalam perubahan Perwali tentang
penjabaran APBD.

Pasal 8

Penganggaran belanja untuk pelaksanaan pekerjaan/

pembayaran atas ikatan perjanjian/ kontrak/ perikatan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui

tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dapat menggunakan:

a. saldo sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya yang belum digunakan;

b. pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke program,
kegiatan, dan sub kegiatan berkenaan;

¢. penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub
kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan;

d. memanfaatkan kas yang tersedia, apabila terjadi
pelampauan target pendapatan Daerah dari target yang
telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan; dan/atau

e. APBD tahun berikutnya.

Pasal 9
Pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, Peraturan
Wali Kota Palu Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang
Dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Berikutnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 April 2024
WALI KOTA PALU,
ttd
HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 9




